SALINAN

BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 152 TAHUN 2020

TENTANG

ANALISIS STANDAR BELANJA
KABUPATEN TANAH LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANAH LAUT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib, transparansi,
akuntabilitas, efisiensi, dan efektifitas penyusunan
anggaran perlu adanya penyetaraan harga setiap
kegiatan pada instansi;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan
ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah
untuk pendanaan urusan Pemerintah Daerah
berpedoman pada analisis standar belanja yang
ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

c. bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja
Kabupaten Tanah Laut;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah
Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-
Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953
Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);



Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembar
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 9
Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana
Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana
Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja
Perangkat Daerah, dan Pelaksanaan Musyawarah
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah
Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun
2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Tanah Laut Nomor 10);

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2
Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut
2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut
Tahun 2019 Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah
Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);



Menetapkan

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR

BELANJA KABUPATEN TANAH LAUT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

10.

Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Kepala Daerah yang seanjutnya disebut Bupati adalah
Bupati Tanah Laut.

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban
daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah
Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk
didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan
dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan
tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui
bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan
Daerah.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut
SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah
selaku Pengguna Anggaran/Barang.

Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola
Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut RKA-PPKD
adalah rencana kerja dan anggaran badan/dinas/biro
keuangan/bagian keuangan selaku Bendahara Umum
Daerah.

Rencana Kerja Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut
RKA-SKPD  adalah dokumen  perencanaan dan
penganggaran yang berisi program, kegiatan, dan
anggaran SKPD.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola
Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut DPA-PPKD
merupakan dokumen pelaksanaan anggaran badan/
dinas/biro keuangan/bagian keuangan selaku
Bendahara Umum Daerah.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya
disebut DPA-SKDP merupakan dokumen yang memuat



11.

pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan
sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB
adalah standar yang digunakan untuk menganalisis
kewajaran beban kerja atau biaya setiap program atau
kegiatan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

ASB dimaksudkan sebagai alat ukur belanja kegiatan dan
penyetaraan nama kegiatan yang berlaku sama untuk
seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Penetapan ASB bertujuan:

a.

(1)

(2)

(3)

(1)

untuk menentukan standar dalam Penilaian Kewajaran
Belanja atas Anggaran yang diajukan Perangkat Daerah
dalam melaksanakan sebuah kegiatan;

memberikan pedoman dalam penyusunan Prioritas dan
Plafon Anggaran Sementara; dan

meningkatkan efisiensi biaya dan efektifitas pelaksanaan
kegiatan dalam rangka pengendalian anggaran.

BAB III
MUATAN ASB

Pasal 4

Muatan ASB terdiri dari Definisi, Rumusan ASB, dan
Alokasi Obyek Belanja.

Definisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
Pengertian, Penjelasan, dan Batasan dari kelompok
kegiatan yang mempunyai karakteristik yang sama.
Pemberian nama kegiatan yang dianggarkan dalam RKA-
SKPD harus sesuai dengan batasan jenis ASB
sebagaimana tercantum dalam Lampiran [ yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Pasal 5

Rumusan ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (1) merupakan metode yang digunakan untuk
menghitung total belanja dari kegiatan yang termasuk
dalam kelompok kegiatan yang mempunyai karakteristik
yang sama.



(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

Jumlah total belanja yang dianggarkan untuk kegiatan-
kegiatan yang termasuk dalam satu kelompok yang
mempunyai karakteristik yang sama tidak boleh melebihi
dari total belanja yang dihasilkan dari Rumusan ASB
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah

sebagaimana  tercantum dalam = Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Bupati ini.

Dalam kondisi tertentu Penyusunan Anggaran Kegiatan

ini dapat dikecualikan untuk melebihi dari pada batas

maksimal ASB dengan Syarat:

a. adanya Surat atau regulasi; dan

b. dalam rangka lebih meningkatkan kinerja
pelaksanan kegiatan dengan mendapat persetujuan
dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Dalam hal terjadi perubahan Harga Standarisasi Harga

Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah,

maka dilakukan kebijakan penyesuaian indeks Analisis

Standar Belanja yang besarannya ditetapkan oleh Tim

Anggaran Pemerintah Daerah.

Penyusunan Anggaran Belanja bagi kegiatan yang belum

ada Analisis Standar Belanja dapat dilaksanakan dengan

tetap memperhatikan asas efisiensi, efektivitas, dan

memperhatikan tolok ukur serta target kinerja yang

terukur.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA pada tanggal 6 November 2020
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
. BUPATI TANAH LAUT,
Ttd

ALFIRIAL, S¥, MH
NIP. 19750203 199903 2 008 H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 6 November 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd
H. DAHNIAL KIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2020 NOMOR 152



LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI TANAH LAUT

NOMOR : 152 TAHUN 2020
TANGGAL : 6 NOVEMBER 2020

JENIS ASB BERDASARKAN HASIL KLASIFIKASI KEGIATAN

NO ANALISIS STANDAR BELANJA

01 | PENDAMPINGAN ATAU PEMBINAAN DENGAN TARGET GROUP
PERORANGAN

02 | PENDAMPINGAN ATAU PEMBINAAN DENGAN TARGET GROUP
KELOMPOK/INSTANSI/LEMBAGA

03 | SOSIALISASI ATAU PENYULUHAN

04 | PENYUSUNAN DOKUMEN PERATURAN

05 | PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN

06 | PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD

07 | PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD

08 | MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN KINERJA SKPD

09 | PELAKSANAAN RAPAT KOORDINASI

10

PENINGKATAN KEMAMPUAN APARATUR SIPIL NEGARA

11

PUBLIKASI, PROMOSI DAN PAMERAN

12

BIMBINGAN TEKNIS PEGAWAI

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA BUPATI TANAH LAUT,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
& Ttd
H. SUKAMTA

ALFIRIAL, S¥, MH
NIP. 19750203 199903 2 008
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LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 152 TAHUN 2020
TANGGAL : 6 NOVEMBER 2020

FORMAT USULAN TAMBAHAN PAGU KEGIATAN (NILAI OPSIONAL ASB)

ASB. (Ketik Nomor ASB)

............................................................................... (Ketik Jenis ASB)
Output Kegiatan Berupa ......ccooviiuiiiiiiiiiiiiiicei e
Jumlah Alokasi Objek Belanja sesuai ASB = Rp. ..ccccovviiiiiiiiiiinininn.
Jumlah Alokasi Objek Belanja tambahan =Rp. e
Total Pagu Kegiatan setelah penambahan =RP. e
AlASAI Luiit e (sebutkan)
Dasar Pengusulan .........cooiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiceeeee (sebutkan)
Dengan Perhitungan per rincian objek belanja sebagai berikut:

Alokasi rincian Objek Belanja

Objek Belanja Jumlah %

....................

Jumlah alokasi sesuai ASB 100%

Jumlah Alokasi Tambahan

Total Pagu Kegiatan setelah
penambahan

Ket. Nilai yang dicantumkan berupa Angka dan persentasi

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA BUPATI TANAH LAUT,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
. Ttd
H. SUKAMTA

ALFIRIAL, S, MH
NIP. 19750203 199903 2 008




